
tindakan sangat penting dikuasai oleh para penegak hukum dalam mengantisipasi kejahatan 

korporasi agar tidak terulang kembali dikemudian hari. Legislator sebagai pembuat Undang-

Undang sudah selayaknya melakukan revisi Undang-Undang Rumah Sakit dalam hal 

penerapan tindakan sebagai salah satu bentuk hukuman yang paling cocok untuk rumah 

sakit yang melakukan kejahatan. Bagi pelaku usaha pun perlu memahami eksistensi 

tindakan karena tidak semata-mata berkeinginan untuk menghukum korporasi tetapi 

sebaliknya mendidik korporasi menjadi lebih bertanggung jawab. Pemahaman double track 

system dalam pengenaan tindakan sangat searah dengan pembangunan hukum bisnis yang 

berwatak Pancasila yang menempatkan kepentingan secara serasi dan seimbang.  
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